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Undang-undang Nomor 1:J Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan PropinsiJawa Tengah, 

2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tenta1g 
Pembentuka n Pera tu ran Perunda ng 
undangan (lembaran Negara Republik 

3 bahwa doram rengka mendukung meningkat­ 
k.an dan memperlancar terselenggarannya 
pelaksanean Pemerintahan. Pembangunan 
dan Pembtnaan Kemasyarakatan d Desa 
secare berdaya guna dan berhasil guna 
dlpandang perlu menggah potens1 don 
mengatur Sumber-sl.JIT"ber Pendapatan Desa 

b bahwa unluk melaksanakan Pasal 70. 71 dan 
72 Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tohun 
2005 tentang Des11, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tenuing Sumbcr Pcndepat­ 
an Desa 

BUPATI BANYUMAS; 

Mengangat 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

TENTANG 

PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

Men,mbang 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SUMBER PENDAPATAN DESA 

TENTANC3 

LEMBARAN OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E 

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS 
PERATURAN OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E 
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Oalam Peraturan Daeran ,rn yangdimaksJddengan 
1 Doerah adalah Kabupaten Banyumas 

Pasal1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Mcncbpkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
BANYUMAS TENTANG SUMBER 
PENOAPATAN DESA 

MEMUTUSKAN 

Dengan perse14uan bel'sama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATENBANYUMAS 
den 

BUPATI BANYUMAS 

Daerah ( Lembaran Negara Republi< 
,ndones a tahun 2001 Nomor 119, 
Tarrbahan Lerrbaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 4139) 

7. PeraturanPemenntllh Republil(lndonesia 
Nomor 72 Tanan 2005 tentang Oesa 
(Lembaran Negara Rep1,blik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4587); 

8. Peraturan Pememtah Republi< Indonesia 
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembina. 
an dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemenntahan Daerah (Lerrtlaran Negara 
Reputll k Indonesia Tanun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republ k Indonesia Nomor4593). 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) : 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemermlah;n Daerah (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Neg;ra 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana lelah diubah dengan 
Pereturan Pemerintah Peogganti Undang 
-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493) yang telah 
dltetapkan dengan Undang-undang 
Nnmor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4548)' 

4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 
tcntong Pcrimbangan Kauangan antara 
Pemorintah Pusal dongan Pemerinlohan 
Daerah ( Lembaren Negara Rcpubl k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438). 

5 Peraturan Pemerlitah Republlk Indonesia 
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pa,ak 
Daerah (Lembaran Negara Repul>lik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4138) 

6 Peraluran Pemerintah Republik lndonos a 
Nomor 66 Tahun 2001 tcteng Rctribusi 
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( 1) Sumber pendopatan Deso terd nabs· 
a PendapatanAsli Oesa me'iputi 

, ) HaSII Usaha Desa. 

Pasal2 

Bagien Per1ama 
Sumber Pendapatan Oesa 

BAB II 
SUMBER PENOAPATAN DESA 

14. Surnber Pendapatan Desa adalai-i Pendapatan Asi Oesa, 
Pendapalan yang berasal dari pemberian Pemerintah , 
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta lain-lain 
oenoacatan yang sah dan tidak mengilat. 

15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dart suatu 
ketolf1)0k masyarakat dengan kesadaran dan lnlslarlf sendiri 
mengadal(an usana kearah pemenuhan kebutuhan Jangka 
percek maupun jangl<a pa!'1ang yang dirasakan dalam 
kelo~ masyarakat 

16. Partislpasi dan Gotong Royoog adalah i<eJwtsertaan dalam 
kerjasama yang spontan dan sudah me embaga serta 
me'lgandung unsur-unsur tirrbat balik yang ber3ifat sukarela 
antara warga desa dan warga desa dengan Per-ierintahan 
Desa un!Uk memenuhi kebutuhan yang Ulsidentil rreuoun 
berketangsurgan datam ranglca meningl<atkan keselahteraar 
bersama balk m;iterJa maupLn spirilui. 

17. Pungutan Oesa adalah segata pungutan ba k berupa uang 
maupun barang oleh Pemenntanan Desa terhadap 
masyanskat , berdeserkan pertlmbangan kcmampuan sosial 
ekonomi masyarakal dalam rangko menlngkatkan 
penyelenggeraan pemerinteh den pcmbangunan yang 
ditetapkandengan Peraturan Oesa. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupab dan Perangk.at Daerah 
sebegai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

3. Bupali adalah Bupat1 Banyumas. 
4. Kecamaran adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat 

oaeran Kabupaten. 
5, Carnal adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang 

wllayah kerjanya meliputl desa-desa yang bersangkutan. 
6. Dosa adalah kesatuan masyarakat hukumyang memilrki batas­ 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepenlingan masyaraketsetempet. berdaserkan asel-usul dan 
adat lstiadat setempet yang diakui dan dihormati dalem Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

7 Pemerlntah;m Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan orsn Pemerintah Oesa dan Sadan 
Permusyawaratan Oesa dalam mengatur can mengurus 
kepentingan masyarakat setempat llerdasarkan asal-usul dan 
adat lstiadat setempat yang d1akul dan d1honna!I dalam Sstem 
Pemerinlahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia 

8. Pomorintah Dosa adelah Kcpala Dosa dan Porangkat Desa 
sebeg1111 unsur penyelenggara pemerintahandese. 

9. Badan Perrnusyawaratan Oesa yang selanjulnya dlsingkal 
BPO adalah lembaga yang merupakan peiwujudan demokrasi 
datam penyetenggaraan pemerintahan desa sel>agaJ unsur 
penyetenggara pemertntahan desa 

10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang d sebut dengan nama 
lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 
dongan kebutuhen den morupakan mitra pemerintah dosa 
dalam mombordayakan masya rakat, 

11 Peraturan Oesa adalah semua Keputusan yang d~etapkan 
oleh Kepala Desa setelah mendapat persetu,uan Sadan 
Permusyawaratan Desa. 

12 Aset Oesa yang setanjutnya dlsebu1 kekayaan desa adalah 
segala kekayaan dalam bentuk tanahllahan, barang/l>angunan 
serta cumber penghasllan bag1 desa yang be~angkutan. 

13. Kekoyoan dese edelah scgala kckayaan dan sumbcr 
penghosllan bagidoso yang bersangkut:Jn. 
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Prosentase besamya dana yang dilerlmakan kepada desa yang 
berasal darf dana penmbangan pa'ino sedika 10 % (sepuluh per 
serarus) sete'an dlkurangl belania pegawal 

1 

(1) Jenls sumber pendapatan dose sebeglmona dlmoksud pod a 
Pasal 2 ayat (1) huruf a dinnci menurut Jenis pendapaten yang 
ada didesa. 

(2) Ketentuan leblh lanJut mengenaf Jenis sumber penoapatan 
desa seba91mana d ma1<sud oaiam ayat (1) dltetapkan dengan 
peraturandesa. 

eagl•n Kellma 
Presentase Dana Perfmbangan 

• 

Bagfan Kedua 
Jenls Pendapatan Desa 

(1) B;ig an dari dana penrl"bangan yang drtenmakan xepsca oesa 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c 
merupakan penmb:ang:an keuangan pusat dan daeran yang 
dlerlma kabupaten setap tanun. 

(2) Ketentuan tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa akan 
diatur tersend1ridengan Peraturan Deerah. 

Pasal3 

Pasal5 

Baglan Kffmpat 
Bagian Dari Dana Porlmbangan 

(1) Rinoan bagi hasil pajak dan retribusi eaeran sebagainana 
dimaksud pada Pasat 2 ayat (1) huruf b yang ditenmakan 
kepada desa sebaga1 benkut: 
a. bagi has I pajak yang diterimakan kepada oesa paJng 

sedi<it 10 %; 
b. bagi hasil retribusi tertentu daerah yang dilenmakan 

kepada desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah. 

(2) Besarnya penerimaan desa yang berasal dari pajak dan 
retlibusldaerah akan diaturtersendinoleh Bupali. 

Baglan Ketlga 
Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusl Oaerah 

Pasal4 

2) Hasil Kekayaan Desa 
3) Hasll Swadaya Masyarakal 
4) Hasll Partis"'5si da n Go tong Royong 
5) Hasll Pung utan Oesa 
6) Lain-lain pendapatan asli desayang ssh. 

b. Bagi has ii pajak daerah clan retribusi daerah kabupaten: 
c. Bagian dan dana perimbangan keuangan pusat dan 

daerah yang diterima oleh kabupaten; 
d. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerlntah Kabupaten: 
e. Hibah dan sumbangan dori Pihak Ketiga yang tidak 

mengikat. 
(2) Bantuan sebagalmana dlmaksud dalam ayat (1) huruf d 

dlsalurkan melalul Kas Oesa 
(3) Sumber pendepetan yang sudeh dipungut oleh Pcmcrintah, 

Pemerintah Provins! dan Pemerintah Kabupaten tidak 
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah 
Des a. 

(4) Sumber Pendapatan desa sehaglma"a dlrnalcsud daiarn 
ayat (1) hurufad1tetapkan dengan peraturan desa. 
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Baglan Kedua 
Pengadaan Kekayaan Oesa 

Jenis kekayaan desa terdiri etas 
a. tanah kas desa 
b pasarcesa , 

pasar l'ewan ; 
tambatan perahu , 
bangunan milikdesa. 
pe1e1angan ll<an yang d.kelola oleh desa 
pemanclian umumyangd11.1rus.oleh desa, 
obyek rekreasl yang diurusoese, 
tempat-tempat perrancingan disungai yang dikelola desa. 
nutancasa; 
jatandesa, 
kuburandesa; 
lapangan desa • 
saluran a rmi1<desa, 
bin knn kekayoon milkdesa 

Pasa111 

Bagian Pertama 
Jonis Kokayaan Dosa 

BABII 
KEKAYAAN CESA 

pendapalan desa sebagaimana drnaksud pads Pasal 2 Ayet 
(1) d1lakukan oleh 8upati den atsu lembsge pengawas 
fungsonal 

(2) Hasil pengawasan sebagamana dinaksud dalam ayat (1) 
disampallcan kepada Pemenntah Cesa untuk d bndaklanjuti 
sesi.al denOSf1 ketentuan yang berlaku. 

c. 
d 
e. 
f 
g. 
h. 

I 
\ k 

I. 
J m 

n 
0 

I 
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(1) Pengawasan terhadap penge101aan sumoer - sumber 

Pasal 10 

Baglan Kesembilan 
Pengawasan Sumber Pendapatan Cesa 

Pengembangan terhadap sumber-sumber pendapatan desa 
d1lak1.1kan oleh Pemenntah Desa dan at;u d'J<ungan Pemer1ntah 
Dae rah, Pemenntah Provmsl den Pemenntah. 

Pasal 9 

Bagian Kedelapen 
Pengembangan Sumber·Sumber Pendapatan Ceea 

(1) Pengurusan can pengelolaan sumber pendapatan desa 
dilal<ukan oteh Pemerlntah oesa dan hasltnya men)adl 
pendapatan desa 

(2) Pendapatan desa sebaga,mana dimaksud datam ayal (1) 
dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya 1.1ntuk 
penyelenggaraan pemerintahan pembang1.1nan dan 
kemasyorakatan di desa. 

Pasal8 

Oesa dapat menerima hibah can sumtlangan dart pihak Ketiga 
yang sifatnya tldak rrenglkat kepada desa 

Bagian Ketujuh 
Pengurusan dan Pen90lolaan Sumbot Pondapatan Ocsa 

Pasal7 

Baglan Keenam 
Hibah dan Sumbangan 



(1) Kekayaan Oesa sebagai"nana dimaksud paea Pasal 11 status 
Hukumnyam,likdesa. 

(2) Data Admlnlstrasl Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 11 oleh Pemerintah Desa dlcatat dalam Dafter 
tnventarls Kekayaan Desa. 

(3) Bukll kapem1111can kekayaan desa yang beruoa tanah 
sebagaimana dtmal<sud paCla Pasal 11 hurur a harus 
diaertiflkatkan atas nama Pemertntah Desa 

Pasal 14 

Baglan Koompat 
Pengadministrasl Kokayaan Dose 

(1) Pengembangan terhadap kekayaan dese dilal<ukan oleh 
Pemerlntah Desa atau dengan dukungan Pemerintah Daerah, 
Pemerlntah Provins! dan Pemerintah. 

(2) Pengembangan kekayaan dssa sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dapat dllakukan sendlri oleh Pemerinlah Oesa 
atau keriasama dengan plhak kellga yang saling 
menguntungkan. 

Pasal 13 

(1) Perubahan status hukum atas tanan xas desa dan bangunan 
rrtllk oesa sebagainaM dimaksud pada Pasal 11 yang 
bertujuan untuk pengalihan atau penyerahaan hak atas tanah 
dan bangunan l<epaoa p1hak Ian , dapat d11akukan dengan 
pertlmbangan menguntungkandesa ,dengan cara 
a. pelepasan dengan pembayerangenb rugi, 
b pelepasan dengan tukar menukar atau rullslag arau tukar 

gu&ng 
(2) Pelepasan hak atas tanah dan atau barigunan m lk desa 

sebagaimana d mal<sud dalam ayat (1) pelaksanaannya 
ditetspkan dengan pereturan dese setelah mendepet 
perselujuan Badan Permusyawaratan Desa dan 1,in tertulis 
de ri BYpeti. 

(3) Pelepasan hak aras tanah kas desa dan bangunan 
sebagalmana dlmal<sud cata-n ayat (1) huruf a ollaku<an 
me1a1u1 lefang atau tender dikecua,1kan untuk kebutuhan 
pembangunan bag, kepenbrigan urrun. 

(-4) Perhitungan perkiraan nila, tanah harus mcnguntung~an 
pemerintah dese dengan meft'l)ertirrb!lngkan NJOP dan/atau 
harga urrum setempat oleh Panrtia Penaksir. 

(5) Panitia Penaksir sebagainana d1maksud da am aya1 (4) 
dlbentuk dengan Keputusan Kepala Oesa 

(6) N1le1 ganti rugi alas tanah dan etau bangunan ditctspkan oleh 
Pantia Penaksiryang aituangkan dalam berita acara 

(7) Nilal gantl n.1g atas tanah dan atau bangunan seoagamana 
dlmaksud dalam ayat (6) m,mnal sen lai dengan tanah dan 
banounan yangdllepaskan 

(8) Ketontuan lebth "'njut mergenai tata cara pongalihan 
kckayaan desa $Cbagaimana dimaksud dalam ayat (I) al<an 
diotur melalui Peraturan Bupatt 

u 10 

Paul 16 

(1) Pengadaan kekayaan desa dapat berasal dari : 
a. pemt>ellan: 
b. sumbangan, bantuan atau pernoenan darl plhak iuar yang 

berasal dari Pemerntah maupun pihak swasta yang tidak 
berslfat mengikat 

(2) Pengadaan kekayaan desa sebaga mana d1mal<sud dalam 
ayat (1) huruf abersumberdariAPB Oe$a. 

Baglan Ketiga 
Pengembangan Kekayaan Oesa 

Baglan Kellma 
Peruballan Status hukl.Wn 

Pua112 
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Dengan berlekunya Pcreturen Dea rah ini, mak.o Per.:itur.:in Daoreh 
Kabupaten Oanyumas Nomor 10 Tahun 2000 tentang Sumber 
Pendapalan Desa (Lembaran Oerah Kabupaten Banyumas Tahun 
2000 Nomor 11 Serl D) sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Oaerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran 

SINGGIH WIRANTO. SH 
NIP 500 086 384 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 
SERIE 

Pasal 19 

ltd 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Oaerah inl, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dangan 
Peraturan Bupatl 

Oiundangkan di Pvrwokerto 
Pad a Tanggal29 Oesernber 2006 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
Pasal18 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Sumber-sumber pendapotan desa beruoa tanah bengkok dan 
scjenisnya yang rnorupakan surnber ponghasilan langsung bagi 
kepata dese den perangkat dese, ditetapkan menjadi sumber 
pendapatan desa yang penguru:sannya ditetapkan melalui APB 
Desa 

Pasal17 

BABIV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pongawasan dan Pengcndalian 1erhadap kekayaan desa 
sebagaimana dlmaksud Pasal 11 dilakukanolch Bupati. 

Daerah Kabupalen Banyumas Tahun 2003 Nomor 38 Seri E), 
dicabut dan dinyatakan lmkbertaku 

Pasal20 

Peraturan Daerah lni mulai bertal<J pada tanggal dUldangkan 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, mamerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah tni dangan penempatannya 
dalam Lembaran Oaerah Kabupaten Banyumas 

DrrelapkandiPurwokerto 
Pad a Tanggal 29 Desember 2006 

BUPATI BANYUMAS 

ltd 

ARISSETIONO 

Pasal16 

Baglan Keenam 
Pengawasan dan Pengendallan Kekayaan Oesa 



CukupJelas. 
CJkupJclas 
Yang dimak$ud dengan Bagi Has I 
Retnbusi daefah edelah hasil perierimaan 
ienis retnbusl tertentu daerah yang 
dipungut langsung dari desa dan 
dialokasiun secara propos1onal. 
Cukup.Jelas 

IS 

Cukup Jelas. 
Pcmenntah Deso melakukan idenbfkasa 
dan penetapan [enis-jenls sumber 
perdepeta, yang dlpungut oleh desa 
)ang pengaturennya drserahkan kepada 
desa sepanjang belum d pungut olch 
Pemerintah Kabupaten ,Pemerintah 
Provinsidan Pemenrtah 

CukupJelas 
Yang dunaksud dengan bantuan yarg 
disalur1tan melalul l(as desa adatah 
bantuan yang khusus d1beriun kepada 
Pemerintah Oasa 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 

CukupJelas 

Ayat(2) 

Pasal4 
Ayat(1) 

Huruf a 
Hurufb 

Ayat(3) 
Ayat(4) 

Pasal3 
Ayat(1) 
Ayat(2) 

Deng an ditetapkannya Undang-undang Nomor 32Tahun 2004 
tentang Pemerinlahan Daerah yang tolah ditiidaklan1un 
der.gan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Oesa dttegaskan datarn Pasal 70 dan Pasal 72 bahwa 
pengsturan lebth 1an1ut mengenal sumbef pendapatan Oesa 
ditetapkandengan Peraturan Oaerah Kabupaten. 
Sumberpendapatan desa merupakan tulang punggung dalam 
penyelenggaraan pemerintahan desa, kondisi sumber 
pendapatan cesa di Kabupaten Banyumes memiliki 
kemarnpuan yang beroeoa-oeda masing-masing desa 
sehingga d1perlukan kreas1 dari maslng-masing desa unluk 
membiayei pcnyclenggaraan pemermtahan desa baik untuk 
penghasian kepale desa don perangkat desa maupun untuk 
l(eglatan pemerintahan, pembengunan dan kemasyaral(atan 
dldesa. 
Pengeturan sumber-sumber psnoapatan dalam perda 
d1maksudkan dalam upaya pen1ngt<.atan dan pemanfaatan 
sumber-sumber pendapotan desa serta meningkatkan 
l<reatlf,tas dali pemerintah dese untuk menggalt sumeer­ 
sumber penoapatandesa secare makslmal 

I. PENJEl.ASAN UMUM 

Pasal 1 
Pasal2 

Ayat(1) 
Ayat(2) 

SUMBER PENOAPATAN OESA 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

TENTANG 

NOMOR 17 TAHUN 2006 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

PENJELASAN 
ATAS 

Sehubungan hat terse but diatas untuk lebth mengoperasional­ 
kan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa khususnya menyangkut penggaf an sumber-sumber 
pendapata, desa. maka salah satu hal yang harus 
dilaksanakan o eh daerah adalah menetapkan Pcraturan 
Oaerah lentang Sumber Pendapatan Oesa 
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status pemiJJtan I penguasaan atas tanan 
dan bangunanmlkdesa. 
Yang dimaksud dengan pelepasan 
~cngan pembayaran ganti rugi adalah 
tindakan hukum dari pemerintah desa 
yang mengakibatkan teqad,nya 
pengalihan pemiikan tanah kas desa 
kepada pihak lain dengan menerima 
penggantian dalam bentuk uang serta 
menguntung~an desa 
Yang dmkasud dengan tukar menukar 
atau rullslagh atau tukar guJng tanah k8s 
desa adalah tirdakan hukum dan 
Pemerinbh Oesa yang mengakibatl<an 
tel)aomya pengalii\an tanah kai. desa 
kepada pihak lain dengan menerima 
pengganban dalam bentuk tanah yang 
sen1lal ba k dari segi luas maupun 
produkt.'Vitasnya serta menguntungkan 
desa 
CukupJelas 
CukupJelas 
CukupJetas 
CukupJelas 
CukupJelas 
Yang dimaksud dengan senilai ada ah 
tuker monukar be-upa tanah yang lab h 
balk dan luas yang sama dan masihdalam 
satu desa, apab la pe,iggaitian berupa 
uang harus d bet kan kembali tarah 
pengganti yang setara baik dari 3egi luas 
maupun produkbvitasnya serta lleSUal 
dengan m'ai harga komerslal dan 
bef'lokasl d1 desa setempat atau desa 
dalam satu kecamatan. 

16 

Yang dimaksud dengan perubahen status 
hukum atas tanah kas desa dan bangunan 
adalah seuap perbuatan I tmdakan hukum 
dari Pemenntan Oesa yang mengakibat­ 
kan terjadinya parubanan status 

Ayat(2) 
Ayat(3) 
Ayat(4) 
Ayat(S) 
Ayat(6) 
Ayat(7) 

Yang dimaksud "bagian dari dana 
perimbangan keuangan pusat dan 
daerah" terdiri dari dana bagi hasil pajak 
dan sumber days elam ditamb3h dana 
alokasi umum setelah dikurangi belanja 
pegawai. 
Dana dari Kabupalen diberikan langsung 
kepada desa untuk dikelola oleh 
Pemenntah Oesa ,dengan keten11Jan 30% 
( tiga puluh perseratus ) digunakan untuk 
biaya operasionat pemerintah desa dan 
BPD dan 70 % ( tujuh puluh perseratus ) 
dipergunakan untuk pemberdayaan 
masrarakat 
CukupJetas 
CukupJelas 
Yang dimaksud dengan "sumbangan dan 
P1hak Ketiga" dapat bert>entuk naotan, 
donasi, wakaf dan atau lain-lain 
sumbangan serto pemberian sumbangan 
dfmaksud tidak mengurangl kewaj1ban 
pihak penyumbang. 
CukupJelas 
CukJpJelas 
CukupJetas 
CukupJetas. 
CukupJelH. 
Cukup Jelas. 
CukupJela~. 

Pasal8 
Pasal9 
Pasal 10 
Pasal 11 
Pasal 12 
Pasal13 
Pasal 14 
Pasal 15 

Ayat (1) 

Ayat(2) 
Pasat6 
Pasal7 

Pa$8IS 
Ayet(t) 
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Cukup Jelas. 
CukupJelas 
CukupJelas 
Cul<Up Jelas. 
CukupJelas 
Cukup Jelas. 

Ayat(8) 
Pasal 16 
Pasal17 
Pasal 16 
Pasal 19 
Pasal20 


